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PEMBERIAN DAI| PETETAPAIT BESARAIS BIAYA PEIYUN.'ANG OPERASIOITAL
XEPALA DAERAII DAIT WAXIL KTPALA DAERAH YANG DIBEBANKAIT PADA

PERT'BAIIAX AIYGIC}ARAIT PETDAPATAI{ DAIC BELATJA DAERAH
PROVITSI I"AUPIII|G TAHT'IT AITGGARAI{ 2023

GI'BER.trI'R L/IUPUIYG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
109 Tahun 20O0 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu adanya ketentuan
pengaturan mengenai besaran biaya penunjang operasional
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan prinsip-
prinsip transparan si dan akuntabilitas;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi La-mpung
Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan perubahan angg€rr.rn
pendapatan dan belanja daerah terkait biaya operasional
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan
Keputusan Gubemur I-ampung tentang Pemberian dan
Penetapan Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Dibebankan pada
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi
l.ampung Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang_Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor Z5 Tahun 1959
tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 1999 tentang penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang_Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang_
Undang;

4. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 19gO tentang Hak
Keuangan/Administrasi Kepala Daerah / Walil Kepala Daerah
dan Bekas Kepala Daerah / Bekas Wakil Kepala Daerah serta
Janda/ Dudanya sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 59 Tahu; 2OO0;
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 200O tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi l.ampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi l.ampung Nomor 8 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi L,ampung Tahun Anggaran 2023;

ITTPUTUSAJ| GT'BERIII'R TENTAITG PEMBERIAN DAN
PEIfEf,APAIf BESARAN BIAYA PEITTINJAITG OPERASIOI{AL
KIPALII DAERAII DAIT WANIL KEPALA DAERAH YANG
DIBTBAITI(AIT PADA PERT'BAIIAI{ AITGGARAI{ PENDAPATAI{
DAIT BELIINJA DAERAII PROVINSI LI\MPUITG TAHUIT
AIIGGARAI{ 2023.

Memberikan dan menetapkan besaran Biaya Penunjang
Operasional kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
yang dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2O23, dengatr
daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu,
ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
diatas Rp5O0 milyar paling rendah Rp1,25 milyar dan paling
tinggi sebesar 0,157o (Nol Koma Lima Belas Persen) dari
Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi la-mpung, sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah Rp4.808.699.1O9.382,12
2. Persentase menurut PP No. 109/2000 O,1S o/o

3. Besarnya biaya penunjang I tahun Rp7.213.048.664,08
4. Dibagi 12 bulan dalam I tahun 12 bulan
5. Jumlah biaya penunjang per bulan Rp601.0g7.3gg,6g
6. Pembulatan Rp601.000.000,00

Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, sebesar
Rp6OI.00O.OOO,00 (enam ratus satu juta rupiah) dalam rangka
menunjang pelaksanaan fugas Kepala Daerah dan Wakil fep"ala
Daerah, yang dibayarkan terhitung mulai bulan November 2b23
sampai dengan bulan Desember 2023.
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Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2O23 dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung dengan kode rekening 4.0 1.4.0 1.39.08. 1 1.0 l.
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur
l.ampung Nomor : G/Ll/8.O8/HK|2O23 tentang Pemberian dan
Penetapan Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Provinsi l,ampung Tahun Anggaran
2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal /J-- tt - 2023

GT'BERISI'R LAUPI'IVG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Da-lam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi l^ampung di Baldar l,ampung;
4. Kepa-la Badan Pengelolaan Keuangan dan As€t Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi lampung di Telukbetung.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAJT G
IIOMOR I Gl
TAITGGAL:

UFEJUTUR LAMPUNG
b) e lB.oallrt<12o23
/l--tt- 2o2s

DA}'TAR RII{CIAN BIAYA PEI{UIISJAIYG OPERASIOI{AL KEPALA DAERAII
PROVIISI LAIIIPUIYG DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVtilSI LAMPT'I{G YAIYG

DIBEBAIYKAN PAI)A PERT'BAHAIT AITGIGARAN PEITDAPATAN DAIT BELANJA
DAERAH PROVII{SI LIIUPUITG TAINff AI{GGARAI| 2023

GUBERNI'R LAMPUNG,

ARJNAL DJUNAIDI

NO. JABATAN KETERANGAN

1 2 3 4

I

2

Kepala Daerah
(Gubernur)

Wakil Kepala Daerah
(Wakil Gubemur)

360.600.000,oo
(tiga ratus enam
puluh juta enam

ratus ribu rupiah)

240.400.000,00
(dua ratus empat
puluh juta empat
ratus ribu rupiah)

Diberikan Biaya Penunjang
Operasional setiap bulan
terhitung mulai bulan
November 2023 sampai
dengan bulan Desember
2023, yang dibebankan
pada Perubahan APBD
Provinsi lampung Tahun
Anggaran 2023 dalam
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Biro Umum
Sekretariat Daerah Provin si
Lampung dengan kode
rekening
4.01.4.01.39.08. 1 1.01.

BESARAN BIAYA
PENUNJANG

oPERASTONAL/
BULAN (Rp.)


